WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 4\ TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG DISPENSAS! PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam
Negeri Nomor 472.11/3444/SJ tanggal 13 September 2011
perihal Pelayanan Pencatatan Kelahiran Bagi Anak Yang Lahir
Setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi  Kependudukan, serta untuk mempercepat
pencapaian “Rencana. Strategis Nasional 2011 : Semua Anak
Indonesia Tercatat Kelahirannya”, maka perlu meninjau kembali
dan merevisi Peraturan Walikota Semarang Nomor 4 Tahun 2011
tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka
perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 4 Tahun
2011 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4235); :




10.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4674);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan
Kotamadya Daerah Tingkat Il Semarang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1976  Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat Il Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan
Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat Il Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat | Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 89):

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi  Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4736);

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan
dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;




11.

12.

13.

14.

Menetapkan

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan;

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan  Administrasi  Kependudukan  (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 15);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2009
tentang Retribusi  Penerbitan Dokumen  Kependudukan
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 36);

Peraturan Walikota Semarang Nomor 2A Tahun 2008 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor
2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan (Berita Daerah Kota Semarang Nomor 2A Tahun
2009), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Semarang Nomor 2A Tahun 2009 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor
2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2011
Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG  DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN
KELAHIRAN.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 4 Tahun 2011
tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran (Berita Daerah Kota Semarang
Tahun 2011 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

|, Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :




Pasal 2

Penduduk WNI yang lahir sebelum dan setelanh Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan, diberikan dispensasi pelayanan
pencatatan kelahiran dengan ketentuan sebagai berikut :

a. pelaporan‘ kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enampuluh) hari kerja
sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan kelahiran
perlu mendapat persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil;

b. pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun tidak perlu
dengan Penetapan Pengadilan Negeri; dan

Cc. pelaporan dan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf
b, dilakukan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang berlaku.

Pasal |l
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
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